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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan
1
 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang 

melanggar hukum sehingga dapat diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku
2 

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa 

kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan 

masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat 

keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi 

yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga 

pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau 

kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu 

akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.  

                                                 
1
 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta. 

2001. hlm. 19 
2
 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung. 

1996. hlm. 16. 
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Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat 

atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah 

laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya 

maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban 

tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam 

undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat 

maupun daerah.
 3

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak 

pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki 

unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di 

mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum 

dan terjaminnya kepentingan umum.
 
 

Jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai 

berikut: 

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 

kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam 

Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu 

bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II 

dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum 

pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan. 

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel 

Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil 

adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu 

                                                 

  
3
 Ibid. hlm. 7. 
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adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang 

pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan 

akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang 

itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. 

c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 

sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). 

Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara 

lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja 

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan 

sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat 

dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan 

matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan 

Pasal 360 KUHP. 

d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif 

juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya 

diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya 

Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana 

pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana 

murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana 

yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya 

diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP. Tindak Pidana tidak 

murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, 

tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung 

unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam 
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Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut 

meninggal
4
  

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri 

dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil 

dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja 

serta tindak pidana aktif dan pasif. 

 

B. Pemidanaan 

Pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang 

dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan 

hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung 

jawab moralnya masing-masing. Selain itu pemidanaan dapat bermanfaat dalam 

untuk mencapai situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya 

pidana  

Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana 

dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain 

dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Tujuan pemidanaan adalah:  

a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 

demi pengayoman masyarakat; 

b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 

menjadi orang yang baik dan berguna; 

c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;  

d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
5
  

                                                 
4
 Ibid hlm. 25-27  
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Tujuan pemidanaan mengandung unsur perlindungan masyarakat, pandangan 

rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. pemidanaan tidak dimaksudkan untuk 

menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua 

kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku, 

pemidanaan mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan Pidana 

mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya 

pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Dengan kata lain tujuan 

pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan 

menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan merupakan 

pembalasan kepada pelaku di mana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni 

untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.  

Pemidanaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran 

klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham indeterministis, yaitu 

paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan 

tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga 

asas sebagai berikut: 

1) Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, 

tiada tindak pidana tanpa Undang- Undang dan tiada penuntutan tanpa 

Undang-Undang. 

2) Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak 

pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.  

3) Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara 

konkrit tidak dikenakan dengar maksud untuk mencapai sesuatu basil yang 

                                                                                                                                      
5
 Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit 

UNDIP. Semarang. 2001. hlm. 75. 



22 

 

bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang 

dilakukan
6
 

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Muladi, tujuan pemidanaan dikenal tiga 

teori tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut: 

1) Teori Absolut atau Pembalasan 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu 

pembalasan yang mutlak dari tindak pidana tanpa tawar menawar.Tuntutan 

keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas bahwa pidana tidak pernah 

dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau 

kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang 

yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh 

anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri 

(membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di 

dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran 

masyarakat itu dilaksanakan. 
7
 

1) Teori Relatif atau Tujuan 

Menurut teori relatif, tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan 

pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga rnernpunyai tujuan lain 

yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang 

telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan 

kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya 

menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana munurut teori relatif 

atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Teori ini seperti telah dikenal 

                                                 
6
 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 34 

7
 Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit 

UNDIP. Semarang. 2001. hlm. 75. 
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dengan rehabilitation theory. Sedangkan prevensi umum dirnaksudkan 

pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegaaan kejahatan itu ingin 

dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk 

tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian 

prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat 

larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan 

patuh pada hukum. Prevensi umum mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakkan 

kewibawaan, menegakkan norma dan membentuk norma. Tujuan pidana 

untuk rnencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (special 

prevention) dengan prevensi umum (general prevention), prevensi khusus 

dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan 

ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana 

untuk tidak melakukan tindak pidana.
 8 

 Teori Integratif atau Gabungan 

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu 

tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya 

tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak pidana, pidana 

diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi 

perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana 

di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki 

kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini 

memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap 

teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.
 9

 

 

                                                 
8
 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. 

hlm. 101-102. 
9
 Sudarto. Op.Cit. hlm. 64 
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C. Tindak Pidana Pencabulan  

Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan 

nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan 

dengan cara yang melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.
10

 

Pengertian lain menjelaskan bahwa pencabulan berarti suatu tindakan atau 

perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap 

seorang perempuan secara tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang 

berlaku.
11

 

Pencabulan adalah persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam 

pidana. Pencabulan mencakup semua perbuatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. 

Sesuai dengan pengertian ini maka pencabulan merupakan suatu keadaan seorang 

pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan 

persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan 

tersebut mengakibatkan keluarnya sperma seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya 

kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya 

sperma, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya 

hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan sperma maka tidak dapat 

dikategorikan sebagai pencabulan.
 12

 

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak 

memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya sperma, yaitu 

perkosaan sebagai perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan 

                                                 
10

 Leden Marpuang, Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah PrevensinyaSinar Grafika,  

 Jakarta. 2004. hlm. 50 
11

 Adami Chazawi, Op.Cit. hlm. 66 
12

 R. Soesilo. Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, Sinar Grafika. 

Jakarta. 2006. hlm. 14 
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perkawinan dengan dirinya.
13

 Pengertian ini menunjukkan bahwa dengan adanya 

kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun 

dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah 

dilakukannya suatu persetubuhan. 

Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain 

sebagai berikut: 

a. Korban tindak pidana kesusilaan harus seorang wanita, tanpa batas umur 

(objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita. 

b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak 

ada persetujuan pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku. 

c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai 

dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita 

tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang 

dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan 

fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini 

tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan 

terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.
14

 

Perumusan di atas menunjukan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai 

objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan 

lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang 

dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka 

kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerkasan.  

                                                 
13

 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung.  

 1995. hlm. 54 
14

 Topo Santosa, Seksualitas dan Hukum Pidana, IND-HILL-CO, Jakarta. 1997. hlm. 67 

 



26 

 

Ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang 

antara lain sebagai berikut: 

1) Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa 

perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan 

pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan 

secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi 

tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif 

yang diobjektifkan).  

2) Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima 

kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak 

dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar 

akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman 

kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah 

mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap 

dirinya.
15

 

 

Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki-laki 

sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan 

perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan kekuatan yang 

bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya.  

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam 

Pasal 285 KUHP, yang mengatur bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh 

dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling 

lama dua belas tahun.  

                                                 
15

 Leden Marpaung, Op.Cit. hlm. 57 
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Beberapa unsur dalam pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal di atas adalah 

sebagai berikut: 

1) “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan. 

2) “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan 

kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan 

kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. 

3) “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang 

artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan 

bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki. 

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh 

dengan Anak diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang mengatur: 

(1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi 

setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya 

atau dengan orang lain.  

 

Beberapa unsur dalam pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal di atas adalah 

sebagai berikut: 

a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku. 
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b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (dolus). 

c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya 

diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. 

Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, 

yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh 

dengan seorang anak (korban). 

d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut 

dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya 

untuk menyetubuhi korbannya. 

 

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

Secara yuridis, seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa 

tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa 

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah 

melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). 

Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan 

Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu 

dibuktikan (Pasal 184)
16

 

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan 

diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat 

dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi 

terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus 
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dapat mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti 

dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau 

kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. 

Selanjutnya menurut Lilik Mulyadi
17

, apabila ditelaah melalui visi hakim yag 

mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-

nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara 

mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas 

dari hakim yang bersangkutan. Teori dasar pertimbangan hakim masih menurut 

menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna 

hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan 

(the 4 way test), yakni: 

1) Benarkah putusanku ini? 

2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan? 

3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan? 

4) Bermanfaatkah putusanku ini?  

 

Putusan bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan 

di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan terdakwa yang didakwakan epadanya 

jika terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 

ayat (1) KUHAP).  

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang 

baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik 

pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang 

tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa 

rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja 
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aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam 

membuat keputusan.  

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus 

mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga 

putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan 

yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi 

hukum (van rechtswege nietig atau null and void) karena kurang pertimbangan 

hukum (onvoldoende gemotiverd). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim 

sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih 

dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan 

konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang 

bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. 

 

Hakim menurut Barda Nawawi Arief
18

, dalam mengambil keputusan pada sidang 

pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:  

a. Kesalahan pelaku tindak pidana 

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. 

Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku 

tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus 

ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya 

kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus 

memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.  

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  

                                                 
18

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23. 



31 

 

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai 

motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum 

c. Cara melakukan tindak pidana  

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih 

dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat 

di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.  

d. Sikap batin pelaku tindak pidana 

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa 

penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku 

juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan 

melakukan perdamaian secara kekeluargaan. 

e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat 

mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, 

misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal 

dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan 

sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah). 

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana 

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak 

berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya.Maka hal yang di atas 

juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana 

bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau 

bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus 

terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan. 

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku 
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Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku 

tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi 

perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, 

memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga 

menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.  

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah 

suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, 

agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak 

melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal 

tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya 

kebenaran dan keadilan juga kepastian hukum.
 
 

Keadilan secara umum diartikan sebagai perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, 

tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat 

adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang 

dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika 

kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.
19

 

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa 

hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai 

bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, 

formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu 

sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum 

yang kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.  

Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap 

semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan 
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normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena 

hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut 

untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan 

normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit 

diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga 

pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.
20

  

E. Definisi tentang Anak 

Pengertian dan batasan umur mengenai anak menurut peraturan perundang-

undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai 

anak yang antara lain sebagai berikut: 

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai 

anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun. 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

Pasal 1 ayat (2) menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai batas 

usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 

di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  

Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak  

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang Berkonflik dengan 

Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana.  

 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang Menjadi Korban Tindak 

Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 

 


